LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH PASAR REBO by Permana, Dede Aditya
  
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
PADA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH PASAR REBO 
 
 
 
 
DEDE ADITYA PERMANA 
8335132511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 
persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
KONSENTRASI AUDIT  
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
2017 
ii 
 
LEMBAR EKSEKUTIF 
Dede Aditya Permana, 8335132511, Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Unit 
Peleyanan Pajak Pasar Rebo, Jakarta: Konsentrasi Auditing, Program Studi S1 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2017.  
       Laporan ini praktikan tulis sebagai pertanggungjawaban atas keikutsertaan 
praktikan di dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan.   
       Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo merupakan instansi pemerintah  
yang bergerak di bidang pajak daerah. Instansi tersebut beralamat di Kecamatan 
Pasar Rebo, Jl Raya Bogor, Km. 27, Pasar Rebo,Jakarta Timur. Praktik Kerja 
Lapangan dilaksanakan selama 40 hari yang dimulai sejak tanggal 9 Agustus 
2016 – 3 Oktober 2016 dengan 5 hari kerja setiap minggunya.. 
       Tujuan dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan adalah untuk 
menambah pengetahuan mengenai kegiatan suatu perusahaan atau lembaga 
pemerintahan yang juga dapat berguna untuk mengembangkan diri untuk 
menghadapi tantangan-tantangan yang selalu berubah seiring dengan 
perkembangan dunia. 
       Selama praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini 
praktikan memperoleh berbagai macam pengetahuan baik yang praktikan 
rasakan secara langsung maupun tidak langsung. Praktikan pada awalnya 
mengalami kendala-kendala. Namun, kendala tersebut dapat teratasi dengan 
arahan dan bimbingan dari banyak pihak.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Saat ini para pencari kerja akan dihadapi dengan adanya Masyarakat 
Ekonomi Asean (MEA) yang akan membuat para pencari kerja semakin 
menghadapi persaingan yang ketat didalam dunia kerja. Hal inilah yang perlu 
mahasiswa sadari dan pahami. Karena mereka akan berhadapan dengan banyak 
pencari kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sebenarnya, MEA akan 
menguntungkan Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk 
yang mencari kerja di Indonesia mencapai 2,8 juta jiwa dari 107,7 juta angkatan 
kerja. Dengan adanya MEA maka mereka bisa berharap kepada lapangan 
pekerjaan yang lebih luas dan jumlah penduduk yang mencari kerja akan 
berkurang. Namun, itu semua bergantung kepada keahlian dan kompetensi dari 
tiap-tiap pencari kerja.   
Untuk itu, calon-calon lulusan universitas (mahasiswa) tidak hanya dituntut 
untuk lulus berbekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki kemampuan 
dasar. Kemampuan yang dimaksud yaitu pengetahuan, keterampilan, dan juga 
sikap. Seperti yang sudah kita ketahui, selama belajar di bangku perkuliahan 
mahasiswa hanya diberikan bekal teori ilmu saja tanpa diikuti dengan praktik 
yang cukup. Padahal untuk mendapatkan ketiga kemampuan dasar tersebut tidak 
cukup dengan hanya teori, melainkan dengan diadakannya juga praktik. Salah satu 
cara yang dapat dilakukan oleh Universitas dalam membanu para mahasiswanya 
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yang kelak akan memasuki dunia kerja adalah dengan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). PKL merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam 
kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana kelak nanti situasi 
dan kondisi yang akan dialami oleh mahasiswa dalam dunia kerja sekaligus juga 
memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerapkan berbagai macam teori 
dan ilmu yang telah dipelajari selama kegiatan perkuliahan. 
Bagi mahasiswa, kegiatan PKL harus dirasakan sebagai pengalaman belajar 
yang baru yang tidak diperoleh di dalam kampus. Mahasiswa juga dapat 
mengetahui apa yang sebenarnua dibutuhkan oleh perusahaan di bidang yang 
sesuai dengan apa yang telah mahasiswa pilih. Selain itu. jika mahasiswa tersebut 
memiliki kinerja yang baik dari perusahaan atau instansi tempat mahasiswa 
melakukan praktik, ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa direkrut atau 
bergabung dengan tempat mereka melakukan PKL setelah lulus nantinya. 
Praktikan  melakukan  praktik kerja di Unit Pelayanan Pajak Daerah 
(UPPD) Pasar Rebo yang berspesifikasi dalam melakukan pemungutan pajak 
daerah yang dilakukan oleh wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Pasar 
Rebo. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun tujuan dengan diadakannya PKL adalah untuk menambah 
pengetahuan mengenai kegiatan suatu perusahaan atau lembaga pemerintahan 
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yang juga dapat berguna untuk mengembangkan diri untuk menghadapi 
tantangan-tantangan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan dunia. 
Dan pelaksanaan PKL ini dimaksudkan agar mahasiswa siap menghadapi 
tantangan di dunia kerja dengan cara: 
1. Mendidik mahasiswa agar dapat memiliki mental yang kuat dalam 
memasuki dunia kerja. 
2. Meningkatkan tanggung jawab dan disiplin sehingga mahasiswa dapat 
lebih baik ketika menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. 
3. Menambah dan memperluas pengetahuan yang sudah mereka pelajari di 
bangku kuliah sehingga mahasiswa tidak hanya paham teori saja, tetapi 
dapat memahami praktiknya secara langsung. 
C. Kegunaan PKL 
Dengan dilaksanakannya PKL, diharapkan praktikan mendapat kegunaan yang 
tidak hanya berguna bagi diri sendiri namun juga bagi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta sebagai instansi praktikan menuntut ilmu dan juga  
Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo sebagai tempat praktikan melaksanakan 
PKL, yang antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah pemahaman tentang konsep dunia kerja.  
b. Mendapatkan wawasan dan pengetahuan praktikan diluar materi 
perpajakan yang selama ini didapatkan . 
c. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat di bangku 
perkuliahan. 
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d. Agar praktikan dapat lebih siap untuk bersaing dengan lulusan-
lulusan lainnya di dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Untuk mengevaluasi dan menilai tingkat ketercapaian Mahasiswa 
dalam PKL. 
b. Sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kualitas PKL. 
c. Menciptakan generasi lulusan Program Studi Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta yang lebih siap untuk 
menghadapi dunia kerja pada saat telah lulus nanti. 
3. Bagi Instansi tempat Praktikan melaksanakan PKL 
a. Terjalinnya hubungan yang baik antara Praktikan, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Instansi tempat praktikan 
melaksanakan PKL. 
b. Dapat menjadi bahan evaluasi untuk Instansi tempat praktikan 
melaksanakan PKL untuk dapat meningkatkan kualitas operasional 
perusahaannya. 
D. Tempat PKL 
Kegiatan PKL ini Praktikan laksanakan di Instansi Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta yaitu di : 
Tempat  : Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pasar Rebo  
Alamat  : Kantor Kecamatan Pasar Rebo, Jl. Raya Bogor KM. 27 
No. Telepon/Fax : 021-8710233 
E-mail  : uppdpasarrebo@gmail.com 
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Praktikan memilih UPPD Pasar Rebo sebagai tempat praktikan melaksanakan 
kegiatan PKL karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai apa saja 
pajak daerah yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, mengetahui tata cara 
pemungutan pajak daerah dan mengetahui bagaimana masyarakat dalam proses 
pengajuan hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah. Selain itu, lokasi instansi 
yang mudah dijangkau karena dekat dengan tempat tinggal praktikan. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Pelaksanaan kegiatan PKL praktikan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum kegiatan PKL ini dilaksanakan, praktikan harus mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan 
(BAAK) yang ditujukan kepada Dinas Pelayanan Pajak (DPP)  DKI Jakarta. 
Setelah surat permohonan selesai di buat oleh BAAK, kemudian dilanjutkan 
dengan memberika  surat permohonan beserta Curriculum Vitae (CV) ke 
Sekretariat DPP DKI Jakarta. Selanjutnya praktikan diberikan surat rekomendasi 
dari dinas untuk selanjutnya praktikan bawa ke UPPD Pasar Rebo. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan, praktikan melaksanakan kegiatan PKL di UPPD 
Pasar Rebo dimulai dari tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan 3 Oktober 2016 
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja praktikan sesuai dengan jam 
kerja normal yang berlaku di UPPD Pasar Rebo dengan mengikuti ketentuan yang 
ditetapkan oleh PemProv DKI Jakarta yakni:  
 
  
 
6 
Hari Kerja: : Senin - Jumat 
Jam Kerja  : 07.30-16.00 WIB (Senin-Kamis)   
  07.30-16.30 WIB (Jumat) 
Waktu Istirahat : 12.00-13.00 WIB (Senin-Kamis) 
     11.30-14.30 WIB (Jumat) 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Tahapan penulisan laporan PKL ini praktikan laksanakan setelah selesainya 
kegiatan PKL. Setelah masa pelaksanaan kegaiatan PKL berakhir, praktikan 
mendapat dosen pembimbing yang sudah ditentukan dan membuat laporan hasil 
PKL. Praktikan mempersiapkan penulisan Laporan PKL dimulai dengan 
pengumpulan data-data dan berkas-berkas yang diperlukan sebagai lampiran atas 
pelaksanaan kegiatan PKL.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Instansi 
Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 11 September 
1952. Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur 
organisasi. Berikut beberapa perubahannya: 
1. Suku Bagian Padjak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah 
Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No 18/D.K tanggal 11 
September 1952. 
2. Bagian Padjak (1956-1965) 
3. Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-1967) 
berdasarkan Surat Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 
1966. 
4. Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan 
Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 
September 1968. 
5. Kantor Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan 
Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 
Februari 1975. 
6. Dinas Padjak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan 
Gubernur KDKI Jakarta No B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976.  
7 
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7. Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983-2007) berdasarkan 
Instruksi Gubernur KDKI Jakarta No 890 tahun 1981. Dan terakhir 
pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta 
mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapaan Daerah 
DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI 
Jakarta.Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah No 10 tahun 2008 ini, 
Gubernur sebagai Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan 
Peraturan Gubernur No 34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pelayanan Pajak Propinsi DKI Jakarta. 
Selanjutnya pada tahun 2011, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan 
peraturan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 29 tahun 2011 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. 
Kemudian setelah kurang lebih 3 tahun berjalan, pada tanggal 24 Desember tahun 
2014, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali menerbitkan Peraturan Gubernur 
nomor 242 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, 
dan Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, yang sampai sekarang ini dijadikan 
landasan peraturan mengenai Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Pelayanan Pajak 
Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014, Unit Pelayanan 
Pajak Daerah (UPPD) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak 
Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan seluruh pajak daerah sesuai 
kewenangannya. UPPD mempunyai lingkup wilayah kerja pada Kecamatan. 
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UPPD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Dinas 
Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini  adalah Visi dan Misi dari 
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta : 
Visi : 
Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah 
Misi : 
1. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif. 
2. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 
melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan 
permasalahan hukum pajak daerah. 
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan 
pajak daerah. 
4. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sdm, sarana prasarana 
perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran 
dan program dinas. 
5. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pajak daerah. 
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. 
B. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan susunan tugas–tugas yang akan dilaksanakan 
oleh para petugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk suatu 
instansi struktur organisasi mutlak diperlukan karena struktur organisasi 
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merupakan suatu alat untuk mengendalikan jalannya kegiatan yang 
beranekaragam dan harus dilakukan dengan tepat, terarah dan bermanfaat 
sehingga tujuan perusahaan tercapai. Struktur yang ada di Unit Pelayanan Pajak 
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang membawahi 4 bagian yaitu Sub 
Bagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana Pelayanan dan penetapan Pajak Daerah, 
Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah serta Sub Kelompok 
Jabatan fungsional (Struktur Organisasi dapat dilihat di lampiran 6 ). 
Adapun penjelasan dari tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut: 
1. Subbagian Tata Usaha 
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit. Adapun 
tugas dari Subbagian Tata Usaha yaiu melaksanakan monitoring, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran 
UPPD. 
a. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD. 
b. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPPD. 
c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPD. 
d. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPD. 
e. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 
kenyamanan kantor UPPD. 
f. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPD. 
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2. Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah 
Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah bisa dibilang 
sebagai garda terdepan di dalam Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo. Karena 
mereka lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai 
keperluan seputar pengurusan pajak-pajak daerah. Adapun tugas dari Satuan ini 
adalah:  
a. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah. 
b. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran 
dan pelayanan perpajakan daerah. 
c. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran 
pajak daerah. 
d. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data 
pajak daerah. 
e. Menerbitkan imbauan pembayaran dan pelaporan pajak daerah. 
f. Menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang. 
3. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah 
Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah merupakan Satuan 
Kerja lini UPPD dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai 
kewenangannya. Adapaun tugas dari satuan ini adalah:  
a. Melaksanakan penilaian objek pajak daerah. 
b. Melaksanakan pendataan dan pemuktahiran data subjek dan objek pajak 
daerah termasuk data geografis/spasial. 
c. Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata/Nilai Jual Objek Pajak. 
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d. Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka penyelesaian 
permohonan pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, 
pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak 
daerah. 
e. Menyimpan dan mendokumentasikan dokumen pendataan dan 
penilaian pajak daerah. 
 
4. Subkelompok Jabatan Fungsional 
Unit Pelayanan Pajak Daerah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan 
Fungsional dalam melaksanakan tugas dalam susunan organisasi strukturan 
UPPD. Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat 
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UPPD sebagai bagian dari 
kelompok jabatan fungsional donas pelayanan pajak. Subkelompok Jabatan 
Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang berkompeten dan berintegritas yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.  
C. Kegiatan Umum Instansi 
UPPD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai 
kewenangannya, kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan dan 
Pajak Rokok. Untuk menyelenggarakan tugasnya, UPPD mempunyai fungsi : 
1. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pajak daerah untuk 
penetapan pajak daerah; 
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2. Penetapan pajak daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak sesuai 
kewenangan; 
3. Pelaksanaan penagihan pajak daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak 
sesuai kewenangan; 
4. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sesuai kewenangan; 
5. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah; 
6. Penghimpunan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pengembangan 
basis data dan informasi perpajakan daerah; 
7. Pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan; 
8. Pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah; 
9. Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) : 
10. Pelaksanaan verifikasi dan pengesahan pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB; 
11. Pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah sesuai kewenangan; 
12. Pengurangan dan penyelesaian keberatan pajak daerah sesuai 
kewenangan; 
Dan kegiatan umum pemungutan yang dilakukan UPPD dikutip dari 
Peraturan-peraturan daerah yang ada adalah:  
1. Pajak Reklame 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak 
reklame, Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 
dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
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mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 
orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati 
oleh umum. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. 
Objek Pajak yang dimaksud pada meliputi : 
a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 
b. Reklame kain; 
c. Reklame melekat, stiker; 
d. Reklame selebaran; 
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame suara; 
i. Reklame film/slide; dan 
j. Reklame peragaan. 
Yang tidak termasuk pajak Reklame adalah:  
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 
warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang 
berfungsi untuk membedakan dari produ 
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 
tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut 
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d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
dan 
e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah 
Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan 
Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara 
langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang 
pribadi atau Badan tersebut. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak 
ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 
Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal 
Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan 
berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, 
Nilai Sewa Reklame sebagaimana dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, 
bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, 
jumlah, dan ukuran media Reklame. Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak 
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan 
menggunakan faktor-faktor lain. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah. 
Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima 
persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok 
Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar 
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pengenaan pajak . Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah 
tempat Reklame tersebut diselenggarakan. 
2. Pajak Air Tanah 
Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 
dibawah permukaan tanah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pajak Air Tanah, Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:  
a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar 
rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta 
peribadatan; dan 
b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur 
dengan Peraturan Daerah. 
Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah 
orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 
Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai 
Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 
mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:  
a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
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e. kualitas air; dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pemanfaatan air. 
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 
persen). Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran 
pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di 
wilayah daerah tempat air diambil. 
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
PBB-P2 merupakan pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau 
pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah 
nomor 16 tahun 2011. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak 
yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, digunakan hanya untuk melayani kepentingan umum, digunakan 
untuk kuburan, peninggalan purbakala, cagar budaya, Ruang Terbuka Hijau 
(RTH), digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat, digunakan oleh 
badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
(NJOPTKP) sebesar Rp15.000.000.000 untuk setiap Wajib Pajak. Yang menjadi 
Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 
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suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Tarif PBB-P2 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. Tarif 0,01% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan 
kurang dari Rp200.000.000. 
b. Tarif 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan 
Rp200.000.000, sampai dengan kurang dari Rp2.000.000.000. 
c. Tarif 0,2% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan 
Rp2.000.000.000, sampai dengan kurang dari Rp10.000.000.000. 
d. Tarif 0,3% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan 
Rp10.000.000.000, atau Iebih. 
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adaIah 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap 1 tahun. Jangka 
waktu PBB-P2 adalah 1 tahun. 
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) 
BPHTB dipungut atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. BPHTB 
diatur dalam Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2010. Objek Pajak BPHTB yaitu 
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. Pemindahan hak karena: 
1. Jual beli. 
2. Tukar menukar. 
3. Hibah. 
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4. Hibah wasiat. 
5. Waris. 
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. 
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. 
8. Penunjukan pembeli dalam lelang 
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 
10. Penggabungan usaha. 
11. Peleburan usaha. 
12. Pemekaran usaha. 
13. Hadiah. 
b. Pemberian hak baru karena: 
1. Kelanjutan pelepasan hak. 
2. Di luar pelepasan hak. 
c. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Hak milik. 
2. Hak guna usaha. 
3. Hak guna bangunan. 
4. Hak pakai. 
5. Hak milik atas satuan rumah susun. 
6. Hak pengelolaan. 
d. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang 
diperoleh: 
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1. Perwakilan diplomalik dan konsulal berdasarkan asas perlakuan 
timbal balik. 
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 
3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan 
tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 
6. Orang pribadi atau badan yang dlgunakan untuk kepentingan ibadah. 
Yang menjadi Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang 
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah 
Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana 
dimaksud, adalah sebagai berikut: 
1) Jual beli adalah harga transaksi. 
2) Tukar menukar adalah nilai pasar. 
3) Hibah adalah nilai pasar. 
4) Hibah wasiat adalah nilai pasar. 
5) Waris adalah nilai pasar. 
6) Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 
pasar. 
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7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. 
8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar. 
9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 
adalah nilai pasar. 
10) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai 
pasar. 
Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud tidak diketahui 
atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam 
pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang 
dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2. Besarnya Nilai Perolehan Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000. Dalam hal perolehan 
hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk 
suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp350.000.000. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 %. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Dalam melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Pasar 
Rebo yang menangani Pajak Daerah, praktikan ditempakan di semua bagian. 
UPPD Pasar Rebo dipimpin oleh Bapak R Maitono Adi Tunggal sebagai Kepala 
Unit. Selama praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini, Praktikan dibantu oleh 
Ibu Tuti Irawati yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Oleh 
beliau Praktikan diarahkan untuk dapat memahami bidang kerja masing-masing 
Satuan Pelaksana karena pada nantinya praktikan akan ditempatkan di semua 
Satuan Pelaksana sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat.  
Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama dua bulan praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL antara lain: 
1. Sub Bagian Tata Usaha:  
1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung berita 
acara hasil pemeriksaan sederhana.  
2. Melakukan rekap SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 
yang dikembalikan berdasarkan kelurahan. 
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2.   Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah: 
a. Mencetak informasi rinci SPPT dengan aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB). 
b. Memeriksa catatan pembayaran PBB-P2 dengan aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB). 
3.   Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah:  
a. Melakukan update dan verifikasi berkas validasi BPHTB (Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 
b. Melakukan pendataan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang 
digunakan di PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam melaksanakan kegiatan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD)  
Pasar Rebo, praktikan harus memiliki sifat ketelitian, ketekunan, tanggungjawab 
dan kecepatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar hasil yang 
diperoleh memuaskan. Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di UPPD Pasar 
Rebo pada tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016. Di 
instansi ini, praktikan mengerjakan segala pekerjaan yang diberikan menggunakan 
sistem komputerisasi dan manual. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB 
dan pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menggunakan aplikasi 
Pendataan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor ) v1.0. 
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Praktikan terlebih dahulu mengikuti arahan yang diberikan dan diperkenalkan 
kepada seluruh pegawai UPPD Pasar Rebo. Selanjutnya praktikan diajarkan 
bagaimana caranya memeriksa dokumen apakah sudah sesuai dengan persyaratan 
atau belum. Setelah itu praktikan diberikan pelatihan bagaimana cara 
menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut seiring dengan tugas yang diberikan .  
Berikut tugas tugas beserta penjelasannya yang dilakukan oleh praktikan 
selama melaksanakan kegiatan PKL di UPPD Pasar Rebo: 
1. Memeriksa catatan pembayaran PBB-P2 dengan aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB). 
Pekerjaan ini dilakukan apabila ada wajib pajak yang ingin mengetahui 
apakah ada tunggakan pembayaran PBB-P2 pada tanah/ bangunan miliknya. 
Sesuai dengan arahan Kepala Unit, pencetakan tunggakan hanya akan diberikan 
jika data wajib pajak yang ada di objek pajak sama. Jika wajib pajak memiliki 
tunggakan tiga tahun berturut-turut maka Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) wajib pajak 
tersebut tidak akan bisa dicetak sebelum wajib pajak tersebut membayar 
tunggakan pembayaran PBB-P2. 
Langkah-langkah dalam memeriksa catatan pembayaran PBB-P2 dengan 
aplikasi SIMPBB adalah sebagai berikut: 
a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi SIMPBB dengan memasukan 
username dan password. 
b. Setelah log-in, pilih pada bagian pembayaran, lalu lihat status pembayaran. 
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c. Setelah itu masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tekan tombol enter. 
Jika sudah menekan tombol enter maka semua catatan pembayaran akan 
terlihat. Di catatan pembayaran ini terdapat tahun, jumlah pajak terhutang, 
tanggal jatuh tempo, jumlah pembayaran yang dibayar oleh wajib pajak, 
tanggal pembayaran, perekam atau pencatat pembayaran, dan tempat 
pembayaran atau nama bank tempat wajib pajak melakukan pembayaran.  
Setelah wajib pajak mengetahui jika ada tunggakan pembayaran PBB-P2 ini, 
praktikan akan menghimbau wajib pajak untuk segera membayarkan tunggakan 
pembayaran PBB-P2 karena bertepatan dengan adanya penghapusan sanksi dan 
pengurangan hingga 20% jika wajib pajak menunggak setelah tahun 2012, dan 
50% jika wajib pajak menunggak pembayaran sebelum tahun 2012 (Berdasarkan 
Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016). 
2. Mencetak informasi rinci SPPT dengan aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB). 
Pekerjaan ini dilakukan praktikan apabila ada wajib pajak yang belum atau 
tidak menerima SPPT PBB-P2 tahun terbaru atau tahun sebelumnya guna proses 
jual/beli atau ingin melakukan pembayaran PBB-P2 terhutang.  
Langkah-langkah untuk mencetak informasi rinci SPPT dengan aplikasi 
SIMPBB adalah sebagai berikut: 
a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi SIMPBB dengan memasukan 
username dan password. 
b. Setelah log-in, pilih pada bagian penetapan, lalu informasi SPPT. 
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c. Setelah itu masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan Tahun Pajak lalu 
tekan tombol enter. Jika sudah menekan tombol enter, maka informasi 
rinci SPPT wajib pajak tersebut akan terlihat. 
d. Selanjutnya informasi rinci SPPT tersebut dicetak dengan menekan tombol 
ctrl+p. Setelah dicetak informasi rinci SPPT ini diberikan cap instansi lalu 
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran PBB-P2.  
Pekerjaan ini menghasilkan informasi yang sama seperti yang ada di SPPT 
yaitu berisi luas bangunan, luas tanah, jumlah tunggakan dan tanggal jatuh tempo. 
Apabila SPPT tidak tercetak dan tidak ada di database , maka praktikan akan 
melihat catatan pembayaran tagihan atas objek pajak tersebut. Apabila ada 
tunggakan lebih atau sama dengan 3 tahun maka SPPT tahun terbaru tidak bisa 
terlihat dan tidak akan bisa dicetak hingga wajib pajak melunasi tunggakan yang 
ada.  Jika tidak ada tunggakan maka praktikan akan memeriksa daftar SPPT yang 
dikembalikan. Jika di daftar SPPT yang dikembalikan ada, maka wajib pajak bisa 
mendapatkannya dengan melampirkan fotokopi KTP yang sesuai dengan data 
yang ada di SPPT. Namun apabila tidak ada dan wajib pajak ingin mencetaknya 
maka wajib pajak bisa melakukan permohonan pencetakan dengan menyertakan 
Fotokopi KTP yang sesuai dengan data yang ada di SPPT dan membawa SPPT 
tahun sebelumnya.  
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3. Melakukan update dan verifikasi berkas validasi BPHTB (Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan)  
Pekerjaan ini praktikan lakukan untuk mengupdate dan melakukan verifikasi 
apakah pembayaran BPHTB yang dibayarkan wajib pajak sudah sesuai atau 
kurang bayar.  
Langkah-langkah untuk melakukan verifikasi BPHTB adalah sebagai berikut: 
a. Cek apakah berkas-berkas yang dilampirkan sudah sesuai atau belum. 
Adapun berkas-berkas yang harus dilampirkan adalah: 
1. SSP (Surat Setoran Pajak) . 
2. Formulir SSPD BPHTB *Contoh Form SSPD BPHTB dapat dilihat 
di lampiran 11. 
3. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) *Contoh SPOP bisa 
dilihat di lampiran 7. 
4. LSPOP( Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) *Contoh 
SPOP bisa dilihat di lampiran 8. 
5. Surat Pernyataan *Contoh Surat Pernyataan bisa dilihat di lampiran 
9. 
6. Surat Permohonan *Contoh Surat Permohonan bisa dilihat di 
lampiran 10. 
7. FC SPPT PBB, KTP, Kartu Keluarga. 
8. Surat kuasa (apabila dikuasakan). 
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9. FC Bukti kepemilikan (AJB/Surat keterangan hibah+ Surat 
Permohonan pengurangan 50%/ Surat Keputusan Ahli Waris+ 
tanda terima BPN+Surat Kematian+ surat nikah). 
10. FC Sertifikat tanah. 
11. Foto bangunan atau tanah. 
12. Wajib melunasi BPHTB. 
b. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi  SIM-BPHTB dengan memasukan 
username dan password. 
c. Setelah log-in, pilih pada bagian pendaftaran, lalu masukan nomor objek 
pajak lalu isi data sesuai dengan data wajib pajak dan objek pajak . 
d. Setelah itu pilih tab verifikasi lalu masukan nomor objek pajak, lalu klik 
verifikasi dan pastikan data sudah sesuai lalu klik hitung.  
e. Setelah itu akan muncul hasil perhitungan dimana kita bisa melihat kertas 
kerja apakah ada kekurangan pembayaran yang di setorkan oleh wajib 
pajak lalu klik simpan. Setelah itu cetak kertas kerja penelitiannya dengan 
mengklik cetak verifikasi SSPD dengan terlebih dahulu memasukan nomor 
objek pajak PBB. 
Hasil dari pekerjaan ini nantinya akan digunakan untuk melakukan 
pengecekan apakah BPHTB kurang bayar atau tidak. Apabila ada BPHTB yang 
kurang bayar maka pihak UPPD akan melayangkan surat kepada wajib pajak guna 
mengurus kekurangan pembayaran yang ada. (Hasil kertas kerja bisa dilihat 
dilampiran 12). 
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4. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung permohonan 
perubahan data SPPT PBB-P2.   
Perkerjaan ini dilakukan untuk memeriksa apakah dokumen yang pemohon 
berikan sudah lengkap atau belum sebelum di teruskan untuk di proses menjadi 
SPPT. Pekerjaan ini adalah tahap terakhir dari permohonan perubahan data wajib 
pajak atau objek pajak. Pekerjaan ini juga melihat apakah data yang diberikan 
oleh wajib pajak mengenai objek pajak benar adanya atau ada penyimpangan. 
Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan syarat kelengkapan dalam 
pengajuan permohonan adalah sebagai berikut 
a. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) *Contoh SPOP bisa dilihat di 
lampiran. 7 
b. LSPOP( Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) *Contoh SPOP bisa 
dilihat di lampiran. 8 
c. Surat Pernyataan. *Contoh Surat Pernyataan bisa dilihat di lampiran 9 
d. Surat Permohonan. *Contoh Surat Permohonan bisa dilihat di lampiran 10 
e. FC SPPT PBB, KTP, Kartu Keluarga. 
f. Surat kuasa (apabila dikuasakan). 
g. FC Bukti kepemilikan. (AJB/Surat keterangan hibah+ Surat Permohonan 
pengurangan 50%/ Surat Keputusan Ahli Waris+ tanda terima BPN+Surat 
Kematian+ surat nikah). 
h. FC Sertifikat tanah. 
i. Foto bangunan atau tanah. 
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Setelah praktikan mendapatkan dokumen yang diperiksa. Praktikan 
memeriksa apakah dokumen yang ada sudah lengkap atau belum. Setelah 
dokumen lengkap, praktikan melakukan pengecekan kesuaian data yang diberikan 
pemohon terhadap hasil pendataan di lapangan oleh tim UPPD. Apabila ada yang 
menyimpang, praktikan memberi tanda temuan tersebut dan menuliskan apa saja 
kesalahannya. Setelah pekerjaan ini selesai, dokumen-dokumen yang telah selesai 
tersebut praktikan berikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk di proses 
lebih lanjut.  
5.  Melakukan rekap SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang 
dikembalikan berdasarkan kelurahan. 
Selanjutnya praktikan melakukan perkerjaan melakukan rekap SPPT yang 
dikembalikan oleh kelurahan (SPPT yang dikembalikan bisa dilihat di Lampiran 
13) berdasarkan kelurahan objek pajak tersebut. Praktikan dalam melaksanakan 
pekerjaan ini menggunakan dua metode yaitu penyotiran secara manual dan 
dengan microsoft excel. Maksud dari pekerjaan ini adalah agar data SPPT yang 
dikembalikan dapat di akses dengan mudah tanpa harus mencarinya satu persatu 
terlebih jika ada wajib pajak yang belum mendapatkan SPPT atas objek pajak 
yang dimilikinya 
Adapun langkah-langkah yang praktikan lakukan untuk mengerjakan 
pekerjaan ini adalah: 
a. Buka Microsoft Excel, lalu buat kolom yang berikan nomor objek pajak, 
nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, luas bangunan, 
luas tanah dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. 
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b. Setelah itu isi kolom tersebut sesuai dengan data yang ada di SPPT.  
c. Satu lembar kerja excel hanya untuk satu kelurahan saja. Lalu lakukan hal 
yang sama (nomor 1) pada lembar yang baru.  
Hasil dari pekerjaan ini praktikan berikan kepada Kepala Satuan Pelaksana 
Pelayanan dan Penetapan yang nantinya akan di input di masing-masing komputer 
pelayanan agar mudah nantinya dalam mencari data SPPT yang dikembalikan. 
Hasil ini juga dapat melihat berapa pajak terutang yang ada di SPPT yang 
dikembalikan sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan surat 
peringatan apabila belum membayar.  
6. Melakukan pendataan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang 
digunakan di PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 
Pekerjaan ini praktikan lakukan untuk mencatat nomor induk kependudukan 
yang digunakan untuk pajak kendaraan bermotor. Maksud dari pekerjaan ini 
adalah pada nantinya data yang diinput dapat terkoneksi dengan instansi-instansi 
terkait sehingga masyarakat yang ingin membayar pajak nantinya tidak perlu 
mengantre di samsat lagi namun cukup mengurusnya via internet dan melakukan 
pembayaran secara online.  
Langkah-langkah untuk mencetak informasi rinci SPPT dengan aplikasi 
SIMPBB adalah sebagai berikut: 
a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi NIK PKB v1.0  
b. Setelah log-in, pilih pada bagian pendataan NIK PKB 
c. Setelah itu masukkan Nomor polisi di bagian data PKB.  
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d. Selanjutnya informasi mengenai PKB akan muncul, lalu lakukan filter 
nama sesuai dengan data yang muncul lalu klik “cari NIK”. 
e. Selanjutnya akan muncul beberapa data NIK yang digunakan di PKB, 
selanjutnya pilih yang sesuai dan klik “simpan”. Apabila tidak ada data 
NIK yang sesuai dengan PKB maka klik ”tidak ditemukan” 
Selanjutnya lakukan hal yang sama terhadap data-data yang lainnya. 
Pekerjaan ini menurut praktikan adalah pekerjaan yang memakan waktu yang 
lama karena data yang diberikan kepada praktikan jumlahnya sangat banyak 
mencapai ribuan Nomor polisi. Hal ini lah yang menyebabkan praktikan kadang 
lembur hingga malam hari. (Tampilan aplikasi NIK PKB v1.0 bisa dilihat di 
lampiran 14). 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan tentu mengalami beberapa 
macam kendala- kendala yang terjadi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi 
oleh praktikan selama berjalannya PKL adalah sebagai berikut : 
1. Pengetahuan praktikan mengenai akuntansi dan perpajakan yang masih 
teramat minim. 
2. Prakikan merasa kesulian untuk mengerjakan pekerjaan di bagian 
pelayanan karena minimnya pegawai di bagian pelayanan dan minimnya 
pengetahuan praktikan terhadap prosedur-prosedur terperinci seperti tidak 
boleh memberikan data rincian pembayaran PBB-P2 kepada orang yang 
bukan wajib pajaknya. 
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3. Adanya ketidakpercayaan dari beberapa pegawai karena praktikan 
disangka ingin mengambil data saja. 
4. Praktikan terkadang tidak fokus dalam menjalankan pekerjaan karena 
terkadang praktikan diminta membantu bagian lain yang bukan jadwalnya. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Cara - cara yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasi kendala-kendala 
yang dihadapi pada saat PKL adalah sebagai berikut: 
1. Praktikan belajar kembali mengenai akuntansi dan perpajakan. Membaca 
kembali literatur baik dalam bentuk buku maupun internet. Selain itu 
praktikan juga bertanya kepada orang-orang yang dianggap praktikan telah 
mahir. 
2. Praktikan mencoba bertanya kepada penanggung jawab atau pegawai-
pegawai yang lainnya tentang pemecahan masalah yang dihadapi prakikan 
dalam melaksanakan pekerjaan. 
3. Untuk mengatasi hal tersebut praktikan buktikan bahwa praktikan tidak 
hanya mengambil data-daa saja namun juga melaksanakan PKL.    
4. Mengingat praktikan harus memberikan yang terbaik dalam menjalankan 
PKL ini, praktikan mencoba untuk fokus kembali terhadap pekerjaan dan 
menjalankan tugas lain yang diberikan. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
PKL adalah wadah yang tepat,selain  untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 
didapat tapi juga dapat mempelajari hal-hal baru yang hanya dapat diperoleh saat 
kita terjun langsung dalam dunia kerja, karena ada yang bilanng bahwa selain 
pengetahuan, pengalaman juga memegang peranan penting dalam menunjang 
kemahiran.  
Beberapa pelajaran yang praktikan terima selama melaksanakan PKL  yakni 
mengenai disiplin, bagaimana bersosialisasi dengan orang yang lebih tua, bersikap 
.profesional, serta melayani dengan tulus. Selama melaksanakan PKL di Unit 
Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo, praktikan dapat mengambil beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Praktikan mengetahui apa saja pajak daerah yang dipungut oleh UPPD 
Pasar Rebo. 
2. Praktikan mengetahui bagaimana prosedur-prosedur dalam pengajuan 
suatu permohonan dan diproses oleh UPPD Pasar Rebo. 
3. Praktikan belajar bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan 
dan memahami arti pentingnya tugas yang diberikan. 
4. Praktikan dapat mengenal dunia kerja yang kelak akan dihadapi nanti 
setelah menyelesaikan kuliah. 
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5.  Praktikan mendapat tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam 
perpajakan. 
B. Saran 
Berikut ini adalah beberapa saran yang praktikan dapat sampaikan dalam 
pelaksanaan kegiatan PKL, yaitu: 
1. Bagi Praktikan: 
a. Mahasiswa Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, ada baiknya praktikan 
mengetahui profil perusahaan yang akan menjadi tempat PKL. Setelah 
itu praktikan mempelajati latar belakang perusahaan tersebut agar dapat 
mengetahui bidang kerja perusahaan yang akan menjadi tempat PKL. 
b. Praktikan sebaiknya lebih sering bertanya kepada mentor apabila 
mengalam kesulitan dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan yang 
diberikan. 
c. Praktikan harus mempersiapkan diri lebih baik lagi, baik dari segi 
akademik, non akademik, hard skill dan  soft skill. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a. Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya memberikan pengarahan terlebih 
dahulu dan menentukan dosen pembimbing sebelum mahasiswa 
menjalankan kegiatan PKL agar mahasiswa mendapatkan arahan yang 
sesuai agar tujuann yang diharapkan tercapai.  
b. Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan dapat menjalin hubungan kerja sama 
yang baik dengan instansi-instansi yang ada agar memudahkan bagi para 
mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL. 
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3. Bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo: 
a. Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo agar terus saling bekerja sama 
dengan universitas - universitas agar pelaksanaan kegiatan PKL dapat 
berjalan dengan lancar. 
b. Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo agar tetap percaya dalam 
memberikan tugas kepada mahasiswa yang sedang menjalankan kegiatan 
PKL. 
c. Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo agar dapat memberikan porsi 
latihan kerja yang lebih banyak kepada mahasiswa agar dapat lebih 
memahami proses kerja yang baik sesuai dengan prosedur yang ada. 
d. Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Rebo sebaiknya melatih bagian 
pelayanan untuk dapat memahami cara mengatasi kendala terhadap 
komputer atau sistem jaringan yang ada sehingga tidak kebingungan 
ketika ada masalah yang terjadi. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2: Surat Penerimaan Izin PKL 
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Lampiran 3: Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 4: Daftar Hadir 
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Lampiran 5: Daftar Log Harian 
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Lampiran 6: Struktur Organisasi UPPD Pasar Rebo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kepala Unit 
Sub Bagian 
Tata Usaha 
Satuan Pelaksana Pendataan 
dan Penilaian Pajak Daerah 
Satuan Pelaksana Pelayanan 
dan Penetapan Pajak Daerah 
 
Kelompok Jabatan 
Fungsional 
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Lampiran 7: SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
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Lampiran 8: LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
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Lampiran 9: Contoh Surat Pernyataan 
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Lampiran 10: Contoh Surat Permohonan 
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Lampiran 11: Formulir BPHTB 
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Lampiran 12: Hasil Update dan Verifikasi BPHTB 
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Lampiran 13: SPPT yang belum diambil atau diterima wajib pajak 
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Lampiran 14: Tampilan aplikasi NIK PKB v1.0 
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Lampiran 15: Penilaian PKL 
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Lampiran 16: Daftar Singkatan 
 
DAFTAR SINGKATAN 
 
 
BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
DPP  : Dinas Pelayanan Pajak  
LSPOP : Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak  
MEA  : Masyarakat Ekonomi Asean 
NIK  : Nomor Induk Kependudukan 
PBB-P2  : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
PKB  : Pajak Kendaraan Bermotor 
PKL  : Praktik Kerja Lapangan 
SIMPBB : Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan  
SPOP  : Surat Pemberitahuan Objek Pajak  
SPPT  : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 
SSP  : Surat Setoran Pajak 
SSPD  : Surat Setoran Pajak Daerah  
UPPD  : Unit Pelayanan Pajak Daerah 
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Lampiran 17: Kartu Bimbingan Penulisan Laporan PKL 
 
 
